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PUTUSAN
Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.PwlI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir xxx 03
November 1984, NIK : XXXX, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer,
tempat kediaman di Dusun  xxxxX, Desa
xXxxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali

Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 31
Desember 1982, NIK : XXXX, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kanopi,
tempat kediaman di JI.  xxxxx, Kelurahan xxxx,
Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada
tanggal 11  Oktober 2022 dengan register perkara  Nomor
620/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada
tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan XXxxX,
Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama  xxxxx. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman
XXXxX bernama xxxxx dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal
diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan
beragama Islam masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun  xxxxx, Desa
xxxxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 11
bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama xxxxx, umur 15 tahun dan Kkini
anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik
dan harmonis, namun pada awal bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:
5.1Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
5.2Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah walaupun hanya

persoalan sepele, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara
baik-baik, dan apabia Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata
kasar hingga mengancam Penggugat ingin dipukul;

6. Bahwa pada bulan Februari 2008, puncak terjadinya perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Penggugat menghubungi selingkuhan Tergugat
dengan nomor yang diberikan oleh keluarga Tergugat, dan perempuan
tersebut mengakui bahwa memang mereka memiliki hubungan asmara lalu
Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat masih
tidak mengakui, Tergugat justru marah balik kepada Penggugat hingga
mengeluarkan kata kasar dan mengancam ingin memukul Penggugat lalu
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pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 14 tahun 8 bulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa
XXxXxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama saksi nikah
Penggugat yaitu  xxxxx;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxX, Kecamatan XxxXXx,

Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi paman Penggugat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2006 di
Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali
Mandar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul
Iman xxxxx bernama  xxxxx;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat
bernama  xxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah
bernama  xxxxx;

- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang senilai 80 riyal di bayar tunai,
yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat
berstatus bujang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan
XxXxxX, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat
ini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak bulan Juli 2007, rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebabnya Tergugat orangnya kasar, sering marah walaupun
hanya persoalan sepele;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan
berselisih;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam ingin memukul
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat ada hubungan asmara dengan
perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Februari 2008;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana saat ini karena sejak
berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada kabarnya lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan
anak-anaknya;

- Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan

xxxxX, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun xxxxx, Desa
XXxxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 04
Maret 2006;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul
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Iman xxxxx bernama  xxxxx;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat
bernama  xxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah
bernama Xxxxxx;

- Bahwa mabhar pernikahannya adalah uang senilai 80 riyal di bayar tunai,
yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat
berstatus bujang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan
xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat
ini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2007, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebabnya Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah
walaupun hanya persoalan sepele;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan
berselisih;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah namun saksi tidak pernah
melihat Tergugat mengancam ingin memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat ada hubungan asmara dengan
perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan Februari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal,
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- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana saat ini karena sejak
berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada kabarnya lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan
anak-anaknya;

- Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang
cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam
persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa
yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka
sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7
ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat
(pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan
dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka
kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai
dapat dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi
dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04
Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten

Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama
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xxxxX. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman Xxxxxx bernama XXxxX
dengan maskawin berupa uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai, dengan
saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama
XXXxX, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis
dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah
menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun  XXXXX,
Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali
nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx. yang dinikahkan oleh
Imam Masjid Nurul Iman xxxxx bernama xxxxx dengan maskawin berupa
uang senilai 80 riyal diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki
dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxx, saat menikah
Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV
. 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang
berbunyi :

s snd e abgds aisa SO 5e e pS0 el

d}.lc LS.AALJ}

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang
perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang
saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat
pada tanggal 04 Maret 2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxX, Kecamatan

xxXxxX, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi syarat dan rukun nikah
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sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang
dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum
agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai
dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak
mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap
mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat
mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai
ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum
Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3)
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat
nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang
perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat
mendalilkan dalam gugatannya alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan
Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena

alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat
mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
sejak bulan Juli 2007, mengetahui jika Tergugat mempunyai sifat tempramen,
sering marah walaupun hanya persoalan sepele kepada Penggugat, kedua
saksi mengetahui pula jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak
bulan Februari 2008 hingga sekarang, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi
tersebut telah bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat
mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, kedua saksi Penggugat
tidak mengetahui, kedua saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengancam
Penggugat ingin dipukul, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat
tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang
saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1
(satu) orang anaklaki-laki yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

— Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak awal bulan Juli 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah
walaupun hanya persoalan sepele kepada Penggugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2008, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat,
yang hingga sekarang telah mencapai 14 tahun 8 bulan;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi
dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 14 tahun 8 bulan;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

— Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
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tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman Kkata,
tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak
sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung selama 14 tahun 8 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak
pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu
sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan
indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan
Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk
merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula
berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan
tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di
depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut :

Al oaldll adde Gl lea s 3l da g )l due ) aae S1E) ()

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan gugat
satu’.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
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mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

OS5zl Gilyie) o dag il A ol gl lges ciad 1
2l ac g Legd Bal G 3 pdmll algn e Gy L el
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Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan gugat

L

ba’in’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan
menjatuhkan gugat satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Polewali adalah gugat satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak

dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
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dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret
2006 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxX, Kabupaten
Polewali Mandar;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Polewali pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.l. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herawati, S.E.l. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I. Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 70.000,00
- Biaya Proses :Rp  50.000,00
- Panggilan :Rp  75.000,00
- Pemberitahuan isi putusan :Rp  75.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
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